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» TALKSHOW PENDIDIKAN
Ketaatan Aturan PPDB Jadi Acuan

UMBULHARJO—Ketaatan g v ’
masyarakat pada peraturan Penerimaan
Peserta Didik Baru (PPDB) merupakan
wujud pembentukan karakter
masyarakat. Proses pendidikan g
karakter tidak hanya di dalam SET{:‘@L Sk
kelas, namun sudah ada sejak masa (g § i
pendaftaran dengan menghindari i st
kecurangan. Hal ini disampaikan e
Kepala Bidang Perencanaan dan m
Pengembangan Mutu Pendidikan
Disdikpora DIY, Suci Rohmadi
dalam talkshow daring bertema
Persiapan Penerimaan Siswa Baru
di DIY, Senin (5/6).

“Misalnya proses masuknya saja
sudah jelek [curang], maka ke
depannya juga tidak baik. Ini
bagian dari proses pendidikan
karakter yang baik,” katanya.

Agar proses PPDB tidak ada e nd
kecurangan berupa penitipan s ! " SR T
peserta didik di sekolah tertentu, [EU3, DEWAR Pendiicen Biv. Suine Wtone (e e s
atau manipulasi- domisili, regulasi  sjswa Baru di DIY, yang digelar di Kantor Disdikpora DIY, Senin (5/6).
perlu transparan dengan digitalisasi.

Sehingga masyarakat bisa mengonfrol ~ tua 5%, dan jalur prestasi 20%. mendaftar akan diprioritaskan,”
secara langsung dan melaporkan Dalam PPDB DIY 2023, Disdikpora  kata Suci.
- apabila ada kejanggalan. DIY menangani jenjang SMA dan Ketua Dewan Pendidikan DIY,

Selain itu, regulasi PPBD#DIY  SMK negeri. Dari total kuota sekitar ~ Sutrisno Wibawa mengatakan
juga semakin disempurhakan. 33.000, lulusan setingkat SLTP sistem PPDB setiap tahunnya
Pengetatan dari sekolah berupa sebanyak 55.000. Jumlah ini perlu semakin disempurnakan.
verifikasi untuk mengurangi masih ditambah dengan potensi Begitupun dari sisi masyarakat,

* potensi kecurangan. Lantaran peserta didik dari luar DIY yang perlu adanya kesadaran apabila
sistem seleksi peserta didik masih mendaftar di DIY, sehingga perebutan  tidak perlu memaksakan masuk
menggunakan sistem zonasi, kursi menjadi hal yang tidak bisa ~ sekolah tertentu dengan cara curang.
sekolah perlu ekstra ketat dalam  dihindari. “Mengambil kuota [peserta didik]
memverifikasi. “Misalnya kalau “Peserta didik akan diprioritaskan ~ yang berada di zona masyarakat
[calon peserta didik] tidak benar- pada zonasi 1. Apabila pendaftar ~ sekitar sama saja dengan merampas.
benar tinggal setahun di wilayah melebihi kuota, maka seleksi Ini perlu kesadaran masyarakat
itu, silakan sekolah bertindak,” berikutnya menggunakan nilai dan orang tua,” kata Sutrisno.
kata Suci. gabungan dari rapor, ASPD, dan Apabila tujuan zonasi agar

Tidak jauh berbeda dengan akreditasi sekolah. Misal masih kualitas pendidikan merata, maka
tahun lalu, proporsi PPBD kali ada kuota yang berlebih, seleksi masyarakat luar DIY tidak perlu
ini masih sama. Di setiap sekolah, menggunakan pilihan pertama menyerbu sekolah yang ada di
proporsi zonasi reguler mencakup  dari peserta didik, dan terakhir DIY. Dengan sistem ini, pengertian

* 50%, zonasi radius 5%, afirmasi menggunakan waktu pendaftaran status sekolah favorit mestinya bisa
20%, perpindahan tugas orang peserta didik. Yang lebih dahulu  semakin melebar. (sirojuf Khafid)
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